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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 503/ 36 /KEP/2022
TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

KEBUMEN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan

pelayanan Perzinan dan Nonperizinan perlu menetapkan
jam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Jam
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saty Pintu
Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan
Pembentukan Peraturan Perundang—UndangaIgl
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diub
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentan
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201%
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 6398);



Menetapkan
KESATU

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tehun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daérah Kabupaten
Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021
Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 183);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161).

MEMUTUSKAN:

: Jam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.



KEDUA : Jam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada hari libur
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Jam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan bagi
seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
e

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Bupati Kebumen;

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;

Inspektur Kabupaten Kebumen;

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen,;

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; dan
Arsip.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL  DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN.

NOMOR :503/ 3k /2022
TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

PENETAPAN JAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

KEBUMEN

No. Hari Waktu Pelayanan
1. | Senin-Kamis Pukul 08.00 - 15.00 WIB
2. | Jum’at Pukul 08.00 - 11.00 WIB

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




